
Menglngat 

BUPAilTEGAl 

PERATURAN BUPATI TEGAL 

BOMOR:. 39 'IAHUN.201.fl 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN OANA BANTIJAN. SOSIAL 

PEMBU-0.IDA-..~IKAN O.AN. PETERNAK 
KABUPATEN TEGAL 

DEN.GAN. RAH.MAT TUHAN ~G. MAHA. ESA. 

BUPATITEGAL, 

· a. bahwa .salah .sam !.!flay& ~ penganggm:.aa dan 

kemiskinan di Kabupaten Tegai perlu adanya pengembangan 

kegiatan usaha budldaya ikan dan petemakan ; 

b.. bal:lwa guna pengew.bangan keg"iatan usaha budldaya. lkan d~ 

peternakan diperlukan dana bantuan sosial bagi pembudidaya 

ikan dan petemak. dart P-emerintah Kabupaten T egal ; 

.c.. .bahwa guna kelaocaran pelaksao~, pemberm bant!Jall sosial 

bagi pembudidaya ikan dan petemak perlu adanya petunjuk 

pelaksanaan dana hantuan sosial pembumdaya ikan dan petemak 

dl.Kab.upaten. Tega½ ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dim, huruf c. pei;lu-~ Per.aturaa Bupati 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial 

Pembudidaya Ikan dan Petemak Kabupaten Tega!. 

• 1. U.11dang,Uru:!ang Numor 13 Taboo 1950. tentang. Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Daiam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
'2. .IJtlJ:!.ang,-.lltldatlg .tJlrn;nru: 10 Tlab1111 2fl04 tent=mg, Pemhentukall 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2004 53, Tambahan lembaran Negara 
Rep!Jbllk lndonesia.Nomor 4380);. 



Menetapkan 

12.Peraturan Daeraf1.Katrup.aten Tega! .Nrnnor 8. Ta!:l.un 2009 tfilltang 
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tega! Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan lembaran 

Daer.ah Kabupat:en Tega! Nomor 23}; 

.MEMUTUSKAl'f ~. 

PERATURAN BUPATI TEGAL lENTANG PEillNJUK PELAKSANAAN DANA 
BANJUAN SCLSIAL .PEMBUUIDAYA lKAN DAN PEIERNAK K.ABUPATEN 

TEGAL 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

L Oaerab. adalall Kahupatett Te.gal;_ 
2. Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

l Bt_.ipatl .ada!ah Bupatl Tega.I; 
4. Dinas Keiautan, Perikanan dan Peternakan yang seianjutnya disebut Dinas adaiah 

Dinas Kelautan, Perikanan dan Petemakan Kabupaten Tega!; 

5.. .Kepala Diru!s adalah ~.pa!a .Qinas Kefautan, Perikanatt dim. Peternakan ~upate11 
Tegai; 

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disebut 
D.inas PP.KAO adalab DillaS Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah 

Kabupaten Tega!. 
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya 

diseh!Jt Kepala Dinas. PPK.AD .ada!ah Kepala Dmas. Peooaparan,. Pengelolaa.J'.l 

Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tega!. 
8. Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana J<.£t,tajJg;m pemermtah doer.ah yang dlbahas dan dlsetujul bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
9. Dana Bantuan · Sosiat adalah penyaluran atau transfer uang di Pemerintah Daerah 

kepada Pernburudaya .ikan .atai.t petm;nak yang. ~ keterhatas;m. modal, 

sehingga rnampu mengakses iembaga permodaian secara mandiri. 
10. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau 

memhlakkan lkim. serta memane11. hasllnya dalam Jlnglmngan. yang. terkontrolr 
terrnasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

1L Pernbudidaya Ika1:1 adafab .roasyar:akat yanq memiloo. usaba pemhudidayaan Uran 
dan tergabung daiarn keiornpok pernbudidaya ikan . 



.3... Urulang,-U~ .Nomnr 32- Tah!Jn 2004 tent.ang Pemer.fntahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 44.3.7) sebagalmana telah. beber.apa kali diubah terakbir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tetttang Peroerintahan Daer:ah (lemhar.an, Negara Repuhlik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844} ; 
4_ Per.aturan Pemetlntah Nomor 7 Tah111; 1986 tentang Peruhahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegai dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal {lembaran Negara Tahun 

1986 Norn.or a, Tambaban Larnhar:M Megar.a. Republik Irufcmesfa 

Nomor 3321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan KP.trangan Daerah (l.embaran Negara Tahun 2005. 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taun 2007 tentang Pembagian 

Ur11san Pemerintah Antara Pemer.fntah., Pemerintah Daerah 

Provinsi Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republic 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repi.Jbllk J.ndonesra Nomor 4737);. 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Taun 2007 tentang organisasi 

perangkat daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

200:? .Nomor .8.4,_ Tutnhatlan lemha!:.m l\.!.ega!;a Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Peng!IDdatlgan dan PenvebarJt!ilSiID Peraturan Perundang

undangan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 13 Tahun 2007 
rentan,,q Po!rok--polmk Penge!o!aan .~ Daerah (lambaran 
Daerah Kabupaten Tegai Tahun 2007 Nomor 13); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Llnisan Pemeiintahan Yang Menjadl Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Tega! ( Lembaran Daerah Kabupaten Tega! Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tega! .Nomor 11 } ;. 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( lembaran Daerah 
Kabupaten Tega! Tatum. 2008 Nomor 6, Tambahan Le.mbaran 

Daerah Kabupaten Tega! Nomor 21) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Peruhatran .Atas Peraturan Daerah Kahupaten Tegal 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Poia Organisasi Pemerintah Daerah 

( Lemharan Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2009 Nomor 9, 
Tarnbahan Lew.bar3Jl Daer.ah K.abupaten Tega! Nomor ll ). ; 



12_ Kelompok. .Pemh1u:liday.a. Ikan yang, se!aajumya dL~ .Pokdafran. adaJah gal:u,111gan 
dari beberapa pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha budi 
daya ikan pada satu manajemen bersama. 

11- Kelnmpok peternak adalah. gabtmgan anggota rlari beberapa. masyarakat yang 
melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian seri.a 
kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha temak untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

BAB II 
TIJJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 

T.ajuan Bauman sosfal~u.dida)la ikatt dan peternak, adalah ~-
1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya dan 

petemakan; 
2. Meningkatkan popuiasi, produks\, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha 

budidaya i!am dan petemakan; 
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan kegiatan usaha 

budidaya ilcan dan peternakan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya; 
4. Memperfuas f<esempatan bemsaha dan 1c:esempatan kerja produktt"f sehingga dapat 

menyerap tenaga pengangguran, baik penganggur terdidik maupun tidak terdldik; 
5. Mengembang!<an dan mempertuas kegiatan e!<onomi !oka! yang produktif dan 

berkelanjtltan pada usaha'Slrala kecit; 
6. Mengembangkan pola pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam 

memberdayakan pembudidaya il<an kedi yang berada daiam kategort masyarakat 
yang kYrang mampu, dafam upaya •~ ~ mm kesejahteraan 
mereka secara mandirt sehingga pada tahapan pembinaan berikutnya, mereka 
mampu mendapatkan akses produksi mandiri. 

Pasal3 

Sasaran banruan sosfal perohm:!irlaya, ikan .dan peternak. adafah masyarakat yang 
tergolong dalam kategori pembudidaya ikan dan peternak kecil dan atau masyarakat 
yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup, namun mempunyai kemauan untuk 
terjun daiam k.egiatan budidaya ikan dan petemak di Kabupaten Teg;:il. 

BAB III 
BESARA.1\1 ALOKASI BA."ITUAN SOSIAL 

Pasal4 

Besarati alokasl bantuan sosial pembumrlava ilran dan. peternak rllterapkan sebagal 
berikut: 

1. A!okasi bantuan sosia! ke!ompok pembudldaya ikan sebesar Rp.. 5.000.000,- (lima 
juta rupiah) ·sampaf dengan Rp.50:000:000;(ffma f)Ufuft juta rupiah} untuk nap satu 
keiompok; 



2__ Afnkast bantuatt sosial .kel.ompolt tam terna~ ~ .dal1 oomba maksimal sehe<:ar 

Rp. 25.000.000,- { dua puiuh iima juta rupiah) untuk tiap satu keiompok; 

3. Aloka-si bant..1an sosial ke!ompok tani temak sa_pi dan kerbau maksimal sebesar Rp. 

50.000.000,-(firna pu!uh jt.ita rupiah) untuk tiap satu ketornpok; 

4. Alol<asi bantuan soslat kelompok tanl temak t<ellnci maksimal sebesar Rp. 

20.000.-000, "{ffua -pufuft juta ruprah} untuk trap satu-kefompok; 

5. Alokasi bantuan sosial kelompok tani temak itik maksimal sebesar Rp. 25.000.000, -
(dua p!,!luh Tuna juta ruplah} untuk tiap. satu ke!ompok. 

BABJV 

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN' SOSIAL 

PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETERNAK 

Petunjuk teknis pemberlan bantuan sosial bagi pembudklaya ikan dan petemak 
sebagaimana tercantum dafam tampiran yang mempafran bagian ndak terpisahkan cfari 

Peraturan Bupati ini. 

BABV 
SUMBER DAI\iA 

PasaUi 

Dana Bantuan Sosial bagi pembudidaya ikan dan petemak bersumber dari Anggaran 

Penrlapatan dan. BelanjaDaerah Kabupaten Tega!. 

BAB VI 

MONITORING DAN. EVALUASl 

Pasal7 

Morutormg rlatl. eval!JaSldilaksanakan oJeb Dlnas.Kelautan, Perikanan. dan. Perternalcan~ 

BABVlI 
PEi~U'TUP 

Pasa!B 

Hal-hal yang bersirat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur 
lebLl:t !aajuto!e!:t I(,e.pa!a DiP.as _ 



Pasal9 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang, dapat .~a~ memerlnta!l!@n pengundanga11 Peraturan !Di 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tega!. 

Dl.teta4)kiUl di Slawl 

pada tanggal 30 iropenber 2010 

v .BUPAn T£GAL,,f 
~ 

AGIJSRlYAt!TO 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal 30 Uoper.iber Z0t0 

.SEKRETARIS AH KAB.UPA'Ifll TFGAL 

SRI.YAN.TO HP 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 39 



LAMP.IR.AN , .PERATURAN- BUPAil 1EGAL 
NOMOR 39 Tahun 2010 

TANGGAL : 30 rro:pOiaber 2010 

PEIUNIDK TfKNlS ™B.ANI1.JAtlSOSIALPEMBUDJOAYAIKAN. 0Jm PEtERNA..I(. 
KABUPAtt:N TEGAL 

L P.ERMOKONAN 
- Permohonan berupa proposal dibuat rangkap 3 (tiga) diajukan kepada Bupati 

Tega! Cq. Kepa!a Oinas Kelautan Perikanan mm Petemakan Kabupaten Tega! yang 

dll:.andatangani o}eh pe.mohoo {ketuadansekretarJs kelompok) dan dlketabui oleh 

Kepaia DesajLurah, Petugas Dinas Keiautan Perikanan dan Petemakan 

Kecamatan, serta Camat setempat; 

- Proposal dilamµiri dengan ; 

1) Surat permohonan bantuan dana diketahui Petugas Dinas Keiautan Perikanan 

dan Petemakan Kecamatan, Kepala Desa dan camat; 
2) Pa~ kelnm__pok sesual dengan tlngkat kelas kelompok oleh Pejahat 

yang berwenang (Kepaia Desai camat/ Bupati); 

3) Susunan organisasi ketompok. di ketahui o!eh Kepa!a Desa dan Petugas Dinas 

Kelautati P.erikanan dim Pet;ei;nakaJl .Kecamatan. setempat; 

4) Surat Keterangan kepemiiikan koiam bagi pembudidaya ikan dan keterangan 

kepemi!ikan kandang hagi petemak yang diketahm Kepa!a Oesa; 

5). Surat rekomoodasl kela¥akan k_e!ompok mendapatkan dana Bansos dlketahui. 

Kepaia Desa dan camat/Petugas Dinas Keiautan Perikanan dan Peternakan 

Kecamatan; 
6) Surat keterangan .pengalaroan .metntu,u;Ifrfayakan ikano hag[ pemhudirlaya 

ikan dan surat keterangan pengalaman beternak bagi peternak dari desa; 

8) Fotocopy KTP masing-masing anggota kelompok yang masih her!aku. 

B.PERSYARATAN LOK.AST., KELOMPOK.DAN-PRAKUUSAHA 

i. Persyaratan iokasi : 

Pembudidaya Ilcan 

- Sumber.daya .alam yang ~ unti!k memhudirlayakan ~ yaitu 

tersedianya air yang meiimpah sepanjang tahun; 

- Tersedianya lahan yang mencukupi untuk memhudidayakan ikan. 

Peternak 

- Desa yang paling membutuhkan ternak sesuai dengan jenis dan potensi desa; 

- Desa hebas dari penyaklt temak menu!ar; 

- D3¥a .tarop.ung .!ah.an dan tanaman .pakan ternak.rukup memarlaL 

2. Persyaratan Kelompok 

- Kclo.mpok telah. terbentuk mmlmal. 1 (satu} tahun. yang dtkukuhkan dengan 

berita acara pembentukan keiompok dan ditandatangani oleh Kepaia Desa; 



- .Ke_giatan kelomp.ok .aktif dan .metniliki .µer;igurus. .aktif, minimal ~11!.a,. sekretarls, 

dan bendahara; 

- mempunyai anggota yang me!aksanakan usaha budidaya ikan atau memelihara 

ternak; 
bersedia menaati petunjuk pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan 

sebagai penerima bantuan sosiaL 

Memiliki surat rekomeruiast .\a¥ak .mendapatkatt hantuan yang ditaruia tangani. 

kepaia desa dan camat. 

3. Percyarat.an Pelalc_u Usaha 

Pembudidaya Ikan 
Berpengalaman membudidayakan ikan minimal 2 (dua} tahun (dibuktikan 

dengan surat.lreterangatt rlarLdesa}; 
Memiiiki kolam ikan minimai 3 x 4 m2, atau sesuai persyaratan teknis budidaya 

(dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan kolam ikan dart desa); 

Pemht!dida1a pekerjaan pokoknya bukan sebagai. Pegawai l'J.egeri. 

(SipiijPolisi/Tentara) dan bukan sebagai Perangkat DesajKeiurahan; 

Warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Tega! (dibuktikan 

dengansuratk!entitac); 

11dak ada hubungan keiuarga antar sesama anggota kelompok, atau antar 

anggota kelompok dengan pejabat balk dart katangan eksekutif atau legis!atif. 

Belu.m pemab menerin:ia . .dan. memanfaatkan program. perl.kanan budidaya 

(Program Inbudkan, Bupedes, DPM dan subsidi benih); 

Dewasa dan sudah pemah menikah ( dibuktikan dengan KIP atau surat 

kel:erangan lain dart desaJ!re!urabatt}; 
Bersedia memanfaatkan dana Bantuan sosial dari Pemda Kab. Tega! untuk 

pengembangan usaha pembudidayaan ikan; 

Bergaboog .dalam.pok..dalc..an; 

Bersedia menerima pendampingan teknis dari Dinas Keiautan Perikanan dan 

Petemakan Kabupaten Tega!; 

Berserua menjalattkim JJSaha.µer;lkanan hudidayamefafui tektlofQgi anjuran; 

Peternak 
- Anggota kelompok berasa! dart masyarakat petemak yang bersungguh -

s.ungguh Jngm. IT-Jengf'..mbangkan .rn;~ha peternakannya. dan bukan berasa!. dari 

PNS, TNiiPOLRI dan atau perangkat desa; 

Anggota kelompok mempunyai tempat tinggal tetap, sudah berkeluarga, 

berhadan sebatdan herkefakuatt halt; 

Antar anggota keiompok tidak dalam satu Kartu Keiuarga (KK) dan juga tidak 

memiliki hubungan keluarga dengan Pejabat Eksekutif dan legistatif; 

- Anggota kelompok mei:upakan pelalru usaha atau masyarakat yang berpotensi 

dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan agribisnis 

atau mewujudkan ketahan pangan masyarakat luas; 



Anggot~ ke!.ampok. .memiliki kest!lita!l .dalam rnengakses sumher permoda!an 

komersiai, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran 

secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar; 

Ke!ompok telab. memiliki k.,.m:lang. ya'lg. sesual dengan persyaratan teknis 

peternakan, dapat menjaga kesehatan ternak dan sanggup menyediakan 

pakan temak baik kualitas maupun kuantitasnya; 

Bersedla mengikuti petunjuk Lian !littlhitlgan tekvis yat1g diberikan oleh Petugas 

dari Dinas Kelautan Perikanan dan Petemakan Kabupaten Tegai. 

C.SELEKSI 
Seieksi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepaia 

Dinas Keluatan Perikanan dan Petemakan Kabupaten Tega!. 

a. SeleksUfil.aks.makan da!am 2 .(dllit}tal.lap,, yaltu ~ 

Seieksi Tahap I. 

Seleksi tahap I Tim Teknis rnelakukan penilaian/Verifikasi terhadap usu!an/ 

propnsal_ Prnposal Sf'_j;l.dak.n'l@ memuat: dlskr1ps} usaha. ke.lompok saat ini,. 

sumberdaya dan sarana yang teiah dimiiiki, potensi yang dapat dikembangkan, 

rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek 

pasarnya, .serta hesarnya .anooara.11, yang dibtID1!>kan illlt!Jk. Pengembangai:t usaha 

keiompok . Bagi pengajuan proposal pemohonan bantuan yang tidak lolos seleksi 

tahap I, tidak akan diikutkan pada se!eksi Tahap II. 

Selelcsi Tabap IL 
Seieksi Tahap II ditujukan pada persyaratan teknis, faktor kesesuaian wiiayah, 

daya dukung lahan serta keadaan sosial budaya masyarakat dilokasi usaha 

pemol:mn rlan rlm1jukan ke.pada roasing-,masip_g,atiggota kelompok pemohon. 

Seteiah dilakukan seleksi tahap I dan II Tim Teknis Melakukan rapat guna 

menentukan kelompok yang dianggap layak untuk mendapatkan Bantuan Sosial 

Tah!.m 2010.. Dan hasll se!eksl rutuatlgkan keda!am. bet'.lta .acara hasll selel<.sL 

Hasii seieksi keiompok calon penerima diiaporkan kepada Kepaia Dinas Keiautan 

Perikanan dan Petemakan , se!anjutnya diusulkan kepada Bupati Tega! untuk 

ditetapl@n sehagai kelompok.perieriroa l:larttuan sosiaL Tahun 2010. 

), BUPAil TEGJI..!.,. f 
~·;,?3 

l.,,, AC•l.lS RlYAN.TO 


